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ABSTRAK 

 

ANDI AGUNG TRIYATMA. 2024 EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK 

DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS DARING PADA MASA PANDEMI 

COVID 19 DI BULUKUMBA ( Dibimbing oleh Ahmad Harakan dan Nursaleh 

Hartaman). 
 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan publik dan hal yang 

menghambat dalam menjalankan kebijakan publik di kabupaten Bulukumba. 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penedekatan studi kasus yaitu peneliti 

melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan 

kenyataan dari kejadian yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. 

Pengabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi sumber, Triangulasi teknik, 

dan Triangulasi waktu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi kebijakan publik dalam 

pembelajaran berbasis daring di kabupaten Bulukumba melalui 3 indikator yaitu: 

1). Evaluasi Formal adanya pemantau untuk menilai keberlangsungan penerapan 

pembelajaran daring yang telah di edarkan dengan melalui dokumen untuk 

memperkuat penetapan. 2). Evaluasi Semu adanya sedikit kendala yang 

dikarenakan keterbatasan siswa dalam fasilitas kebutuhan pembelajaran berbasis 

daring dan kesulitan orangtua dalam mendampingi anaknya mengikuti 

pembelajaran berbasis daring. 3). Evaluasi Teori Keputusan adanya pertemuan 

dalam penetapan keputusan dalam memberlakukan pembelajaran berbasis daring 

di kabupaten Bulukumba. Adapun faktor pendukung dan penghambat yang ada 

dalam pembelajaran berbasis daring. 

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Pembelajaran berbasis daring. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Hardiyansyah (2011) menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah Melayani 

keperluan orang atau masyarakat atau organisasi yang memiliki kepentingan pada 

organisasi, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan 

untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Penyelenggaraan 

pelayanan publik merupakan salah satu upaya negara untuk memenuhi kebutuhan 

dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, dan pelayanan 

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan 

publik sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 

1 butir (1) menyatakan bahwa “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh oleh penyelenggara 

pelayanan publik”. 

Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling 

kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan 

kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas pelayanan publik menjadi 

kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari 

semua kalangan, di mana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik 

secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif 

pemerintah di mata warga masyarakat (Wiryawan, 2020). 

Paradigma The New Public Service (NPS) menempatkan warga tidak hanya 

sebagai customer tetapi sekaligus masyarakat dipandang sebagai citizens yang 
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mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari negara 

(birokrasi publik). Dalam konsep ini birokrasi publik dituntut untuk merubah 

dirinya dari government menjadi governance sehingga administrasi publik akan 

tampil lebih powerfull dalam menjelaskan masalah-masalah kontemporer yang 

terjadi di dalam bahasan publik. 

Dalam konsep ini birokrasi publik tidak hanya menyangkut unsur 

pemerintah saja tetapi semua permasalahan yang berhubungan dengan public 

affairs dan public interest. Dalam kondisi perkembangan masyarakat yang dinamis, 

birokrasi publik harus dapat memberikan pelayanan publik yang lebih profesional, 

efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta 

sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas 

individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri. 

Arah pembangunan kualitas manusia tadi adalah memberdayakan kapasitas 

manusia dalam arti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota 

masyarakat atau publik merasakan manfaat dari sistem pelayanan publik yang 

prima. 

Ditengah masa pandemi virus Corona (Covid-19) ini menuntut masyarakat 

banyak melakukan adaptasi di kehidupan sehari-hari, adaptasi ini pun berlaku juga 

pada penyelenggaraan pelayanan publik. Kebijakan Pemerintah untuk mencegah 

menyebarnya virus ini telah banyak dikeluarkan, tentunya berdampak pada standar 

pelayanan publik yang diterapkan oleh penyelenggara layanan. Peningkatan standar 

pelayanan publik akan menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran virus ini. 

Situasi ini merupakan realitas baru yang juga dialami dunia pendidikan, yang 

semula dengan metode tatap muka di lembaga pendidikan ,kini diubah menjadi 

pembelajaran daring/online dan dilaksanakan dari rumah masing- masing untuk 

mencegah dan menanggulangi penyebaran virus COVID-19 ini. Kebijakan 
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tersebut berlaku bagi semua jenjang pendidikan baik dari tingkat PAUD hingga 

tingkat perguruan tinggi. Hal ini merupakan langkah inisiatif dari pemerintah 

karenapembelajaran tidak harus bertemu langsung, tidak harus bertatap muka 

langsung,namun dilaksanakan dengan sosial media, media teknologi,dan aplikasi. 

Pembelajaran tersebuyang dikenal dengan pembelajaran daring(Suhendro, 2020). 

Penerapan kebijakan studi secara daring yang ditetapkan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai bentuk kewaspadaan sekaligus 

sikappencegahan penyebaran COVID-19 yang kian menyebar di Indonesia. Sebagai 

salah satu solusinya, kegiatan-kegiatan pembelajaran dapat dilakukan melalui 

pembelajaran jarak jauh baik dalam bentuk ceramah daring, ceramah model daring, 

termasuk pemberian berbagai tugas untuk dikerjakan di rumah. 

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa aplikasi yang telah disediakan 

pemerintah untuk membantu kegiatan belajar di rumah. Sementara itu, pendidik 

juga dapat melakukan tatap muka dengan siswa-siswanya dengan bantuan aplikasi 

yang dapat diakses dengan jaringan internet. Namun, beberapa kendala yang ada 

dalam pembelajaran daring membuat parapeserta didik kurang berminat terhadap 

pembelajaran daring tersebut. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang 

menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan 

kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran, 

Kenyataannya, pembelajaran daring masih menimbulkan permasalahan. 

Diantaranya mengakibatkan pergeseran peran antara guru dan orang tua selama 

pembelajaran daring. 

Dalam proses pembelajaran secara daring (online) ini memberikan 

banyak sekali dampak, mulai dari dampak positif hingga dampak negatif. 

Pembelajaran secara daring (online) ini guru dituntut untuk mempersiapkan 

pembelajaran sebaik dan sekreatif mungkin dalam memberikan suatu materi. 
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Terutama dikalangan Sekolah Dasar (SD) atau di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

karena proses pembelajaran  daring ini tidaklah mudah. 

Dalam proses pembelajaran daring ini tidak hanya melibatkan guru dan 

siswa saja, melainkan orang tua juga dituntut untuk terlibat dalam proses 

pembelajaran daring ini. Orang tua dengan latar pendidikan yang tinggi 

mungkin akan sangat mudah beradaptasi dalam proses pembelajaran secara 

daring. Namun, orang tua dengan latar belakang pendidikan yang minim 

mungkin jauh lebih sulit untuk beradaptasi dengan proses pembelajaran secara 

daring ini dikarenakan minimnya pengetahuan akan teknologi. Jaringan internet 

yang lemah juga menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat proses 

pembelajaran daring. Proses pembelajaran daring ini akan berjalan secara lancar 

jika kualitas jaringan internet tersebut lancar dan stabil. Proses pembelajaran 

secara daring (online) ini juga membuat guru kesulitan dalam menyampaikan 

materi pembelajaran, dikarenakan tidak semua siswa berantusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran secara daring (online). Kondisi sekarang yang 

dapat digambarkan pada instansi pemerintahan menunjukkan bahwa 

penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan 

yang belum efektif dan efisien berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti 

tertarik untuk meneliti dengan judul “Evaluasi Kebijakan Publik Dalam 

Pembelajaran Berbasis Daring Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Bulukumba”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Pembelajaran Berbasis Daring 

Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Bulukumba 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Publik Dalam 

Pembelajaran Berbasis Daring Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Bulukumba 
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C. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Pembelajaran 

Berbasis Daring Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Bulukumba 

b. Untuk mengetahui apa saja factor yang mempengaruhi Evaluasi Kebijakan 

Publik Dalam Pembelajaran Berbasis Daring Pada Masa Pandemi Covid 19 Di 

Bulukumba 

D. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Secara Teoritis 

 
1. Penelitian ini secara teoritis berguna untuk menjadi rujukan dalam 

pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik khususnya dalam ruang lingkup 

Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Pembelajaran Berbasis Daring Pada Masa 

Pandemi Covid 19 Di Bulukumba. 

2. Memberikan konsep baru yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan 

pembanding dan pertimbangan bagi penelitian di masa yang akan datang. 

b. Kegunaan Praktis 

 

1. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi kalangan akademisi dalam 

melakukan kajian lebih lanjut yang berhubungan dengan kualitas pelayanan 

publik dalam pembelajaran berbasis daring pada masa pandemi COVID 19 di 

Bulukumba. 

2. Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca dan 

peneliti, khususnya bagi mahasiswa yang sementara menyusun skripsi yang 

berkaitan dengan masalah-masalah kualitas pelayanan publik dalam 

pembelajaran berbasis daring pada masa pandemi COVID 19 di Bulukumba.
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 
Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dasar dalam melakukan 

penelitian,sehingga memperkaya teori-teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti yang 

sebelumnya dapat ditunjukan dengan tabel sebagai berikut : 

2.1 Matriks Penelitian Terdahulu 
 

No Nama Judul Hasil Penelitian 

1. (Tamami, 

2021) 

Evaluasi 

pembelajaran daring 

di masa pandemi 

Kegiatan pembelajaran tatap muka sangat 

dibutuhkan bagi peserta didik, gurudan juga 

orang tua atau wali peserta didik. Meskipun 

situasi dan kondisi masih dalam masa 

pandemi pembelajaran tatap muka bisa 

dilaksanakan dengan tetap menerapkan 
disiplin ketat protokol kesehatan 

2. (Lely 

Nurmaya et 

al., 2021) 

Analisis evaluasi 

pembelajaran daring 

(online) Sekolah dasar 

selama pandemi covid 

19 

Evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring 

diantaranya, partsispasi siswa dalam 

mengikuti pembelajaran daring , aplikasi 

yang digunakan dalam pembelajaran daring, 

kondisi kualitas jaringan selama 

pembelajaran daring, kualitas materi yang 

diberikan guru selama pembelajaran daring, 

ketersediaan waktu diskusi antara guru dan 

siswa selama pembelajaran daring. Hal lain 

ditemukan peneliti dari jawaban responden 

untuk pelaksanaan pembelajaran di semester 

selanjutnya menunjukkan kurang siap 
menghadapi. 

3 (Ambarasari, 

Yuni, 2021) 

Evaluasi 

pembelajaran daring 

selama pandemi 

covid-19 di 

kecamatan 
Bulukerto wonogiri 

Pembelajaran daring adalah lebih parktis dan 

santai. Praktis karena dapat memberikan 

tugas setiap saat dan pelaporan tugas setiap 

saat.Kedua, lebih fleksibel bisa dilakukan 

kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran 
daring menyebabkan waktu yang lebih 
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   fleksibel bagi wali yang bekerja di luar rumah 

dan bisa menyesuaikan waktu untuk 

mendampingi siswa belajar. Kelemahan 

dalam pembelajaran daring adalah kurang 

maksimalnya keterlibatan siswa. Keterlibatan 

siswa yang dimaksud dapat dilihatdari hasil 

keterlibatan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran daring 

secara penuh dari awal pembelajaran sampai 

akhir 
pembelajaran. 

 

 

Adapun perbedaan antar penelitian penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

akan peneliti lakukan yaitu : 

Pada Penelitiian Fitra Tamami menkaji tentang Evaluasi pembelajaran daring 

di MTs N 4 Jombang dengan metode observasi adapun perbedaan dengan penelitian 

yang akan peneliti lakukan terletak pada focus penelitian dimana penelitian yang 

akan peneliti lakukan berfokus pada evaluasi pembelajaran daring di kabupaten 

Bulukumba 

Selanjutnya pada penelitian Andi Lely dkk mengkaji evaluasi pembelajran 

daring yang berfokus pada partisipasi siswa dalam proses pembelajaran daring 

dengan menggunakan google form adapun perbadaan ini pada penelitian yang akan 

peneliti lakukan befokus pada kebijakan pemerintah daerah terkait pembejalaran 

daring di Kabupaten Bulukumba. 

Pada Penelitian Rika Yuni Ambarsari mengkaji tentang tantangan yang di 

hadapi dalam pembejajaran daring sedangkan pada penelitian ini berfokus pada 

evaluasi kebijakan dalam pembelajaran daring. 

Maka penelitin ini dilakukan guna mengetahui Evaluasi Kebijakan publik 

dalam pembelajaran berbasi dering di masa pandemic Covid-19 di Kabupaten 

Bulukumba. 
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B. Landasan Teori 

 
1. Evaluasi 

Menurut Vedung, “Evaluation is the process of determining the merit, 

worth, and value of things”. Kemudian Jones mengutip Carol H. Weiss (1991 : 

356): Evaluasi adalah sebuah kata elastis yang meliputi segala macam 

pertimbangan. Penggunaan kata tersebut dalam arti umum adalah suatu istilah 

untuk menimbang manfaat.Seorang mengamati dan meneliti suatu fenomena 

(seseorang, sebuah benda maupun gagasan) berdasarkan beberapa ukuran yang 

eksplisit dan implisit. Untuk mendukung pendapat tersebut, secara singkat 

Jones (1991:356) menyatakan bahwa evaluasi adalah menilai manfaat dari 

proses serta program pemerintah (Dikson Silitonga, 2018). 

Secara umum evaluasi dapat di diartiakan penaksiran (appraisal), pemberian 

angaka (reting), dan penilaian (assessment). Dalam arti spesifik evaluasi 

berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil 

kebijaksanaan. Evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan untuk menilai tingkat 

pencapaian tujuan kebijakan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan public 

merupakan serangkain kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencari 

informasi terkait hasi dari implementasi kebijakan secra keseluruhan ,kemudian 

melakukan penilaian terhadap hasil dari kebijakan tersebut apakah baik dalam 

pelaksanaan, manfaat untuk dijadikan bahan rekomendasi untuk kebijakan 

selanjutnya. Evaluasi ditujukan untuk melihat Sebagian-sebagian kegagalan 

suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan 

dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. 

Evaluasi kebikana memilliki tujuan sebagai berikut : 
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a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dpat di 

ketahui derajat pencapai tujuan dan sasaran kebijakan. 

b. Mengukur tingkat efesiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat 

diketahui berpa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan 

c. Mengukur tingkat kelularan (outcome) suatu kebijakan. Salah satuju tujuan 

evaluasi adalah mengukur berpa besa dan kualitas pengeluaran atau output 

dair kebijakan 

d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, di tunjukan 

untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik itu dampak 

e. Untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan 

untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin 

terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan 

pencapaian target. 

f. Sebagai bahan masukan (Atiqurrahman, 2021) 

 

2. Kebijakan Publik 

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana 

progaram dan kuputusan yang dilakan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai 

upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Herdiana, 2018). 

Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan 

pada organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu (a) Kebijakan 

merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk 

menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan 

intensif atas prilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional 

atas kerja bersama, (b) Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial. Kebijakan 

bukan lah hal yang bersifat tunggal maupun terisolir (Iskandar, 2012). Artinya 
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bahwa kebijkan merupakan suat hal yang di hasilkan oleh pembuat kebijakan 

(pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa yang 

terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan 

bermasyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi 

masyarakat. 

Kebijakan publik yang menghasilkan peraturan perundang-undangan 

merupakan bagian dari komuditas politik yang berkaitan dengan kepentingan 

publik (Alam, 2012). Namun kebijakan publik dapat diperbaiki apabila terjadi 

dinamika yang berdampak kepada kebijakan tersebut. Oleh sebab itu kebijakan 

publik bersifat fleksibel yang bisai diperbaiki dan di sesuaikan berdasarkan 

perkembangan pembangunan. Proses perbaikan dan penyesuaian tersebut 

dipengaruhi oleh penilaian yang dilakukan masyarakat. Kebijakan publik tidak 

akan terlaksana apabila tidak ada proses pelaksanaan kebijakan publik tersebut. 

Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan dalam 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Proses pelaksanaaan kebijakan 

publik didasari pada mekanisme, sumber daya dan keterkaitan program 

kebijakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan aktivitas lanjutan dari perumusan 

dan pengesahan kebijakan (Mutiasari et al, 2016). Maka dapat dimaknai bahwa 

pelaksanaan kebijakan publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh 

individu maupun kelompok dalam mencapai suatu tujuan yang didasari oleh 

kebijakan yang telah disahkan. Dampak dari pelaksanaan kebijakan adalah 

munculnya konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil pelaksanaan 

kebijakan yang dievaluasi akan mendapatkan hasil yang diharapkan (intended) 

atau juga hasil yang tidak diharapkan (spillover negative effect). Maka dapat 

disimpulkan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan akan memiliki dampak. 
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Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, beberapa konsep kunci 

yang termuat dalam kebijakan publik menurut Young dan Quinn dalam (Edi 

Suharto, 2012: 44) : 

a. Tindakan pemerintah yang berwenang. 

 

b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. 

 

c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. 

 

d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, 

 

e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. 

 
3. Proses Perumusan Kebijakan Publik 

Proses perumusan kebijakan yaitu analisis kebijakan, pengesahan 

kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. a. Analisis 

Kebijakan E. S. Quade mengatakan dalam (Harbani Pasolong, 2008: 41), 

mengatakan bahwa asal mula analisis kebijakan disebabkan oleh banyaknya 

kebijakan yang tidak memuaskan. Begitu banyak kebijakan yang tidak 

memecahkan masalah kebijakan, bahkan menciptakan masalah baru. William 

N. Dunn, mengatakan bahwa analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial 

terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argument untuk 

menghasilkan dan memindahkan informasi relevan dnegan kebijakan, sehingga 

dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah- 

masalah kebijakan. Nugroho (dalam Harbani Pasolong, 2008: 41) mengatakan 

bahwa analisis kebijakan pemahaman akan suatu kebijakan atau pula 

pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan. 

Pengesahan Kebijakan M. Irfan Islamy (dalam Harbani Pasolong, 2008: 
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51) , mengatakan bahwa proses pengesahan kebijakan dapat dilakukan sebagai 

pembuatan keputusan. Oleh karena suatu usulan kebijakan yang dibuat oleh 

orang atau badan dapat saja usulan itu disetujui oleh pengesah kebijakan. Suatu 

usulan kebijakan diadopsi atau diberikan pengesahan oleh orang atau badan 

yang berwenang, maka usulan kebijakan tersebut berubah menjadi sasaran dari 

kebijakan tersebut. Oleh karena setiap kebijakan yang telah disahkan berarti 

telah siap untuk diimplementasikan. Proses pengesahan kebijakan adalah 

proses penyesuian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip 

yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima. Landasan utama untuk 

melakukan pengesahan kebijakan ialah variable sosial seperti sisten nilai 

masyarakat, ideologi negara, sistem politik dan sebagainya. (dalam Harbani 

Pasolong, 2008: 51) 

Implementasi Kebijakan Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo (dalam 

Harbani Pasolong, 2008:57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses 

mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Hinggis mendefinisikan 

implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya 

sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran 

strategi. 

Evaluasi Kebijakan Evaluasi digunakan untu mempelajari tentang hasil 

yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dalam pelaksanaanya, 

mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respon dari mereka yang 

berada diluar lingkungan politik. Evaluasi, tidak saja berguna untuk 

menjastifikasikan kegunaan dari program yang sedang berjalan, tetapi juga 

untuk melihat kegunaan program dan inisiatif baru, peningkatan efektivitas 
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manajemen dan administrasi program, dan mempertanggung jawabkan hasil 

kepada pihak yang mensponsori program tersebut Rossi dan Freeman. (dalan 

Harbani Pasolong, 2008: 60) 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

Faktor-faktor yang Memepengaruhi Kebijakan George C. Edwards III 

mangajukan empat variable atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

Variable-variabel tersebut tidak saja selalu berdiri sendirisendiri, namun dapat 

saja saling terkait satu sama lain. Variabil tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Komunikasi Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, 

pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan 

dengan pelaksana kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran 

kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan 

sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resisitensi dari 

kelompok sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu 

dilakukan sosialisi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud. 

Sosialisai dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya 

melalui media cetak ataupun media elektronik. 

b. Sumber daya Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh 

kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang memadai, tentu 

implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya 

sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya 

manusia yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber 

daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar 
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kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa sumber 

daya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen 

diatas kertas semata. 

c. Disposisi Disposisi yang dimaksud di sini adalah menyangkut watak dan 

karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti; komitmen, 

kejujuran, sifat demokratis dsb. Disposisi yang dimiliki oleh implementor 

menjadi salah satu variable penting dalam implementasi kebijakan. 

Apabila implentor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat 

menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh 

pembuat kebijakan. 

5. Dimensi Kebijakan Publik 

Berdasarkan beberapa konsep dan sifat tindakan yang berkenaan dengan 

pelaksanaan Good Governance, menurut pemahaman penulis maka 

pelaksanaan kebijakan dapat diukur/ dievaluasi 

berdasarkan dimensi-dimensi: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, 

keadilan, efektivitas, dan efisiensi. 

a) Konsistensi Pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan baik apabila 

pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh 

pada prosedur dan norma yang berlaku (Mutiasari, Yamin, & Alam, 2016). 

b) Transparansi Transparansi merupakan kebebasan akses atas informasi 

yang patut diketahui oleh publik dan/ atau pihak-pihak yang 

berkepentingan (Coryanata, 2012). Informasi yang berkenaan dengan 

pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan bersifat terbuka, mudah, dan 

dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, dan disediakan secara 
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memadai, serta mudah dimengerti (Rohman, 2016). 

 

c) Akuntabilitas Setiap aktivitas pelaksanaan kebijakan publik harus dapat 

dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (Rohman, 2016). 

d)  Keadilan Keadilan secara umum dapat dipahami sebagai kebaikan, 

kebajikan, dan kebenaran, yang mengikat antara anggota masyarakat 

dalam mewujudkan keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan 

kewajiban (Nasution, 2016). Keadilan dalam kebijakan publik diwujudkan 

pada aktivitas pelayanan yang tidak diskriminatif. Pelaksanaan kebijakan 

publik tidak membedakan kualitas pelayanan pada kelompok sasaran 

berdasarkan pertimbangan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan 

lain-lain (Rohman, 2016). 

e) Partisipatif Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta 

masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat 

disamping menopang percetapan pelaksanaan kebijakan, pada sisi lain 

akan berdampak pada proses evaluasi/ kontrol atas kinerja pemerintah dan 

dapat mampu menimalisir penyalahgunaan wewenang. Partisipasi 

masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan kebijakan publik 

karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. 

Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak 

eksekutif melalui pihak legislatif (Coryanata, 2012). Berdasarkan uraian 

tersebut, pelaksanaan kebijakan sebaiknya bersifat partisipatif, yaitu 

pelaksanaan kebijakan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, dan harapan 
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masyarakat (Rohman, 2016) 

 

f) Efektivitas Efektifitas berkenaan dengan pencapaian hasil yang telah 

ditetapkan, atau pencapaian tujuan dari dilaksanakannya tindakan, yang 

berhubungan dengan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit 

produk atau layanan (Dunn, 2003). Dalam pelaksanaan kebijakan publik, 

efektifitas diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan pada kebijakan publik. 

g) Efisiensi Efisiensi berkenaan dengan jumlah penggunaan sumberdaya 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi 

merupakan hubungan antara efektivitas dan penggunaan sumberdaya 

(Dunn, 2003). Indikator ukuran yang dapat digunakan pada dimensi 

efisiensi adalah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan, yang bisa diukur dengan tingkat pengunaan waktu, 

biaya, manusia, peralatan, dan sumberdaya lainnya 

6. Evaluasi Kebijakan Publik 

 
Evaluasi kebijakan dapat meliputi penilaian atau pemberian nilai atas 

kebijakan itu sendiri.selain itu, evaluasi kebijakan juga dapat menilai latar 

belakang dan dan tujuan diambilnya suatu kebijakan, bagaimana kebijakan 

tersebut di implementasikan ,dan bagaimana hasil dari kebijakan tersebut 

lalauperbandingannya dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Dunn (2003), secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan 

dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian 

(assessment). Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan 

produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hail kebijakan. Masih 

menurut Dunn evaluasi member informasi yang valid dan dapat dipercaya 
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mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan 

kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi 

sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari 

pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi 

metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masala dan 

rekomendasi. Jadi, meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, 

evaluasi kebijakan in lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya 

pada implementasi kebijakan publik. 

a. Evaluasi Formal (Formal Evaluation). 

 

Evaluasi formal adalah evaluasi yang dilakukan dengan tujuan, sasaran dan 

informasi lain yang tertera dalam dokumen resmi sebagai variable nilai 

resmi atau formal, yang kemudian digunakan sebagai pembanding dengan 

kenyataan dilapangan. Pada pendekatan in evaluasi dilakukan dengan 

dengan menilai tercapai atau tidaknya tujuan maupun sasaran yang telah 

dicamtumkan secara formal dalam dokument resmi. Sifat dari evaluasi 

formal adalah melakukan penilaian berdasarkan parameter yang ada pada 

dokumen formal seperti tujuan dan sasaran yang tercantum dalam 

dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. 

Dalam evaluasi formal, metode yang ditempuh untuk menghasilkan 

informasi yang valid dan reliable ditempuh dengan beberapa cara antara 

lain: Merunut legislasi (peraturan perundang-undangan); Merunut 

kesesuaian dengan kebijakan yang tercantum pada dokumen formal yang 

memiliki hierarki di atasnya; Merunut dokumen formal (kesesuaian dengan 

hasil yang diharapkan /tujuan dan sasaran); dan Interview dengan 

penyusun kebijakan atau administrator program. 
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b. Evaluasi Semu (Pseudo Evaluation). 

 

Evaluasi semu pada intinya dilakukan dengan menggunakan sistem nilai 

individual untuk menilai sisitem publik. Pada pendekatan semu ini nilai- 

nilai yang dipilih sebagai variabel bagi suatu program maupun kebijakan 

adalah niliai-nilai pribadi yang sifatnya non-konvensional atau dapat 

diterima oleh publik. Variabel penilai yang dianggap kontroversial tidak 

diperhatikan dalam pendekatan semu in untuk menghindari pelaksanaan 

evaluasi yang tidak objektif. Sifat dari evaluasi semu ini adalah melakukan 

penilaian berdasarkan parameter tertentu yang secara umum disepakati 

(self evident) dan tidak kontroversial (uncontroversial). Hasil evaluasinya 

mudah diterima oleh publik dan tidak terlalu rumit (complicated). 

Penilaiannya berkisar antara gagal atau berhasil. Evaluasi semu ini 

seringkali dijadikan sebagai salah satu metode monitoring. 

 

c. Evaluasi Teori Keputusan (Decision Theoretic Evaluation/DTE). 

 

Evaluasi teori keputusan adalah evaluasi yang dilakukan untuk 

menilai kebijaksanaan yang menyangkut banyak pihak (stakeholders) yang 

berkonflik antara satu sama lainnya, sehingga pengambilan keputusan sulit 

dilakukan karena banyak perbedaan pendapat. Sifat dari DTE adalah 

melakukan penilaian berdasarkan parameter yang disepakati oleh pihak- 

pihak yang terkait secara langsung/pihak yang bersitegang. Sistem nilainya 

juga berdasarkan kesepakatan antara pihak yang bersitegang. Biasanya 

berkisar antara benar atau salah (Putra, 2012). 
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7. Kebijakan Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19 

 

Surat Edaran ini diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2020, surat edaran ini 

ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati atau Walikota di 

Indonesia.Berkenaan dengan penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat, 

maka kesehatan dari seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan dalam 

pelaksanaan pendidikan. Surat Edaran ini fokus pada pemberian arahan kepada 

sekolah dalam pelaksanaan pendidikan di masa pandemi Covid-19. 

Dari poin poin yang ada dalam Surat Edaran ini dapat diambil menjadi tiga 

hal, yaitu pelaksanaan ujian nasional, pelaksanaan pembelajaran dari rumah 

(BDR), dan ujian kenaikan kelas. Pelaksanaan ujian nasional 2020 ditiadakan, 

sehingga ujian nasional tidak menjadi syarat kelulusan sekolah, termasuk Uji 

Kompetensi Keahlian bagi Sekolah Menengah Kejuruan. Nilai kelulusan diganti 

dengan nilai rapor lima semester terakhir dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. 

Dibatalkannya Ujian Nasional (UN), melihat kondisi yang terjadi saat ini. Dimana 

penularan covid-19 terjadi begitu cepat sehingga tidak diperbolehkan 

mengumpulkan siswa di sekolahan. 

Proses pembelajaran di sekolah ditiadakan, diganti dengan Belajar Dari 

Rumah (BDR). Dengan tujuan agar dapat memutus mata rantai penularan Covid- 

19. Belajar dari rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, namun siswa 

juga tetap diberi tugas dari guru melalui media yang sudah ditentukan oleh pihak 

sekolah untuk melaksanakan belajar dari rumah (Latifah, 2020). 

Selanjutnya pemerintah Kembali mengeluarkan Surat Keputusan yang 

diterbitkan pada 18 Mei 2020 yang ditujukan kepada suluruh Gubernur, Bupati 

atau Walikota di Indonesia. 59 Surat edaran ini melengkapi surat edaran 

sebelumnya, di masa darurat penyebaran Covid-19 peserta didik juga harus tetap 
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mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Dari poin-poin yang ada 

dalam surat edaran ini, dapat diambil dua poin besar, yaitu Pelaksanaan 

pembelajaran dari rumah dilaksanakan dengan tetep mematuhi protokol kesehatan, 

dan pelaksanaan belajar dari rumah. 

Di masa pandemi Covid-19 ini, mengharuskan orang tua lebih mengawasi 

kegiatan keluarganya, terutama kegiatan anak. Sehingga Orang tua lebih perhatian 

kepada anak supaya menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Penerapa 

PHBS pada setiap orang berdampak positif, yaitu untuk memutus mata 

rantaipenularan Covid-19. Melihat kondisi darurat seperti ini, proses 

pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh dari rumah. Adapun metode ataupun 

pendekatan yang digunakan diserahkan kepada setiap satuan pendidikan dan 

guru. 

Pelaksanaan pembelajaran dari rumah ini dilakukan dengan dua 

pendekatan, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring) dan 

pembelajaran jarak jauh luar jaringan(luring). Hal tersebut melihat dari situasi dan 

kondisi wilayah yang memiliki akses internet, sehingga guru harus menggunakan 

pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk pembelajaraan 

daring, teknis pembelajaran dan pemberian tugasnya menggunakan gadget 

maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran maupun lewat 

whatsapp. Sedangkan untuk pembelajaran luring ini, dilaksanakan melalui televisi, 

radio, bahan ajar cetak, benda lingkungan sekitar dan ain sebagainya. Perubahan 

kegiatan belajar mengajar selama pandemi ini, juga berpengaruh pada perubahan 

pelaksanaan pembelajaran. Dimana pelaksanaan pembelajaran selama pandemic 

Covid-19 ini dilakukan oleh dinas pendidikan, satuan pendidikan, guru, peserta 

didik dan orang tua. Pelaksanaan belajar dari rumah oleh dinas pendidikan ini 

dengan melakukan koordinasi secara daring dengan kementrian pendidikan dan 
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kebudayaan terkait pelaksanaan BDR. Dinas pendidikan setempat menyusun 

kebijakan dan program selama masa darurat Covid-19. Melakukan kerjasama 

dengan televisi dan radio setempat guna menunjang pembelajaran luring di daerah 

yang ada listrik. Penetapamn model pengelolaan pendidikan selama BDR 

dilakukan kepala satuan pendidikan. Selain itu, satuan pendidikan dapat 

melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada guru untuk menunjang guru 

dalam penguasaan iptek. Selama BDR berlangsung, baik guru maupun tenaga 

kependidikan bekerja dari rumah dengan tetap memperhatikan komunikasi yang 

baik agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bila dirasa perlu, kepala 

satuan pendidikan juga membuat jadwal piket ke sekolah secara bergantian dengan 

yang lainnya 

8. Perda Kabupaten Bulukumba 

 

Untuk persiapan terwujudnya tatanan normal baru dan menciptakan 

masyarakat yang sehat serta produktif di tengah wabah Corona Virus Desease 2019 

(COVID19) perlu dilakukan penanganan dalam memutus mata rantai Covid 19, 

berdasarkan pertimbangan maka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pedoman Operasional Protokol Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba. 

Penerapan protokol   kesehatan   dalam   rangka   pencegahan   penyebaran 

Corona Virus Disease (COVID-19) pembelajaran di sekolah dan/atau institusi 

pendidikan, meliputi: 

 

a) memastikan area sekolah dan/atau institusi pendidikan dengan melakukan 

pembersihan lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan 

pintu masuk/keluar, alat peraga/edukasi, komputer, keyboard dan alat 

pendukung pembelajaran dengan disinfektan dengan cara dilap atau 

disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari; 

b) menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi air dan sabun atau 
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pencuci tangan berbasis alkohol di sejumlah lokasi strategis sesuai dengan 

jumlah yang dibutuhkan; 

c)  menginstruksikan kepada warga sekolah atau institusi pendidikan 

melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan 

berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS); 

d)  memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, jika diketahui tidak 

hadir karena sakit dengan gejala demam batuk/pilek, sakit tenggorokan dan 

sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk 

memeriksakan diri; 

e) memberikan himbauan kepada warga sekolah atau institusi pendidikan 

yang sakit dengan gejala demam batuk/pilek, sakit tenggorokan dan sesak 

napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak melakukan 

kontak dengan orang lain; 

f) seluruh warga sekolah atau institusi pendidikan untuk tidak berbagi 

makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup 

yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit; 

g) jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang 

berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan 

Dinas Kesehatan; 

h) pihak sekolah atau institusi pendidikan harus bisa melakukan skrining awal 

terhadap warga sekolah atau institusi pendidikan yang punya keluhan sakit, 

untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas 

Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih Ianjut; 

i)  menginstruksikan kepada warga sekolah atau institusi pendidikan wajib 

menggunakan masker dan menghindari kontak fisik dengan bersalaman, 
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cium tangan, berpelukan, dan sebagainya; 

 

j) untuk sementara pihak sekolah atau institusi pendidikan juga diharapkan 

menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di luar 

lingkungan sekolah; 

k) pihak sekolah atau institusi pendidikan wajib melakukan skrining awal 

berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke 

institusi pendidikan; dan 

l) dalam hal ditemukan adanya siswa/siswi sekolah atau institusi pendidikan 

yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai 

dengan prosedur penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), yang 

meliputi: 

a) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan 

penyemprotan disinfektan secara mandiri pada seluruh tempat, fasilitas 

dan peralatan sekolah atau institusi pendidikan; dan 

b) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan 

penyemprotan disinfektan serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan 

dan isolasi siswa/ siswi yang pernah melakukan kontak fisik dengan 

siswa/siswi yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah 

selesai. 
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9. Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba 

 

Penyebaran covid-19 berdampak pada semua aspek termasuk 

pendidikan yang kurang lebih setahun 6 bulan terakhir pelaksanaan 

pembelajaran tatap muka tidak dilaksanakan dan diganti dengan 

pembelajaran daring. 

Dalam rangka menjamin kelancaran proses pembelajaran, 

memudahkan pendidik dan peserta didik mengakses layanan pembelajaran, 

dan menindak lanjuti Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk 

Teknis Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan untuk Akun Akses Layanan 

Pembelajaran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat 

Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) menyediakan akun akses layanan 

pembelajaran bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, 

sebagai berikut : 

a) Akun Akses Layanan Pembelajaran, yang selanjutnya disebut Akun 

Pembelajaran merupakan akun yang memuat nama akun (user ID) dan 

akses masuk akun (password) yang diterbitkan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, 

pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses 

layanan pembelajaran berbasis elektronik. 

b) Akun Pembelajaran bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran 

di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi, baik belajar dari rumah maupun pembelajaran secara tatapmuka. 

c) Akun Pembelajaran ditujukan bagi: 
 

1) peserta didik, meliputi: 
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a) SD dan Program Paket A kelas 5 dan kelas 6; 

 

b) SMP dan Program Paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9; 

 

c) SMA dan Program Paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12; 

 

d) SMK\ kelas 10 sampai dengan kelas 13; 

 

e) SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12; 

 

2) pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; 

 

3) tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, 

meliputi: 

 kepala satuan pendidikan; dan 

 

 operator satuan pendidikan, yang terdata di Data Pokok 

Pendidikan (Dapodik). 

d) Akun Pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan 

domain @belajar.id. 

e)  Akun Pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

 pengguna Akun Pembelajaran otomatis mendapatkan akses ke 

layanan pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education 

yang siap pakai dan telah banyak digunakan oleh publik; 

 pembuatan dan penggunaan Akun Pembelajaran bebas biaya; 

 

 
 penggunaan layanan pendukung pembelajaran dalam G Suite 

for Education bebas biaya; 

 sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus 

dengan keamanan tingkat tinggi; dan 

  akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses layanan 

lain milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 
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berbagai layanan pembelajaran lainnya di luar ekosistem 

Google. 

f) Layanan pembelajaran berbasis elektronik yang dapat diakses 

menggunakan Akun Pembelajaran, antara lain: 

 surat elektronik; 

 

 penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik; 

 

 pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik; 

 

 penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik; dan 

 

 pelaksanaa proses pembelajaran secara daring, baik secara 

sinkronus (dilakukan pada waktu yang bersamaan) maupun 

asinkronus (fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang 

bersamaan). Terkait daftar layanan pembelajaran berbasis 

elektronik lain dapat diakses menggunakan Akun Pembelajaran 

pada laman www.belajar.id. 

g) Keamanan Akun Pembelajaran diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan 

perlindungan terhadap: 

 kerahasiaan data, informasi, dan/atau dokumen aktivitas Akun 

Pembelajaran; dan 

 kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan dan/atau 

penyalahgunaan data, informasi, dan/atau dokumen aktivitas 

Akun Pembelajaran. 

h) Penggunaan Akun Pembelajaran bersifat opsional. Dalam hal Akun 

Pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga 

kependidikan sama sekali sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 maka 

http://www.belajar.id/
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Akun Pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis. 

 

i) Pendistribusian Akun Pembelajaran dilakukan dengan tata cara 

sebagai berikut: 

 operator satuan pendidikan masuk ke laman 

pd.data.kemdikbud.go.id dengan menggunakan akun Dapodik 

yang sudah dimiliki; 

 setelah masuk laman tersebut, operator satuan pendidikan 

memilih tombol “Unduh Akun” untuk mengunduh CSV yang 

berisi daftar nama akun (user ID) dan akses masuk akun 

(password) Akun Pembelajaran di satuan pendidikan yang 

bersangkutan; dan 

 operator satuan pendidikan mendistribusikan Akun 

Pembelajaran tersebut kepada setiap pengguna Akun 

Pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan. 

 
j) Pengaktifan Akun Pembelajaran dilakukan dengan tata cara sebagai 

berikut: 

 masuk laman mail.google.com; 

 

 mengakses Akun Pembelajaran sesuai dengan nama akun (user 

ID) dan akses masuk akun (password) Akun Pembelajaran yang 

diterima; 

  menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Akun 

Pembelajaran; dan 

 melakukan penggantian akses masuk akun (password) Akun 

Pembelajaran. 
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k)  Pemerintah Daerah diharapkan membantu menyosialisasikan cara 

aktivasi Akun Pembelajaran ke peserta didik, pendidik, dan tenaga 

kependidikan. 

l)  Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan 

Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan menugaskan 2 (dua) orang 

pegawai untuk menjadi administrator Akun Pembelajaran di daerah 

masing-masing. Administrator Akun Pembelajaran tersebut dapat 

melakukan proses pengawasan terhadap aktivitas pengguna Akun 

Pembelajaran dan memonitor tingkat penggunaan Akun 

Pembelajaran. 

m) Pengajuan administrator Akun Pembelajaran dilakukan dengan tata 

cara sebagai berikut: 

 Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan 2 

(dua) orang pegawai kepada Pusdatin untuk menjadi 

administrator Akun Pembelajaran dengan melampirkan 

informasi sebagai berikut: 

1) nama lengkap; 

 

2) Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan 

 

3) alamat surat elektronik. 

 

 Pusdatin akan memberikan nama akun (user ID) dan akses 

masuk akun (password) Akun Pembelajaran dalam bentuk CSV 

file ke alamat surat elektronik. CSV file tersebut hanya dapat 

dibuka dengan cara memasukan NIK. 

 Administrator Akun Pembelajaran mengakses Akun 

Pembelajaran sesuai instruksi yang disampaikan ke alamat surat 
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elektronik. 

 

n)  Pemerintah Daerah dan pengguna Akun Pembelajaran yang 

memerlukan informasi mengenai Akun Pembelajaran dapat 

mengakses laman www.belajar.id.

http://www.belajar.id/
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C. Kerangka fikir 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah 

dijelaskan pada Bab sebelumnya, berikut akan dijelaskan kerangka penelitian yang 

mendukung Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling 

berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah yang penting. 

2.2 Bagan Kerangka Pikir 
 

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN 

BULUKUMBA 

Faktor yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan publik dalam pembelajaran 

berbasis daring di masa pandemi 

COVID 19 

Indikator Evaluasi Kebijakan : 

1. Evaluasi Formal 

2. Evaluasi Semu 

3. Evaluasi Teori Keputusan 

(Dunn, 2003) 

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM 

PEMBELAJARAN BERBASIS DARING 

PADA MASA PANDEMI COVID 19 

DI BULUKUMBA 
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D. Fokus Penelitian 

 
Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif 

sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana 

yang tidak relevan. Adapun fokus pada penelitian evaluasi kebijakan publik dalam 

pembelajaran berbasis daring pada masa pandemi covid 19 di Bulukumba yaitu : 

evaluasi formal, evaluasi semu, dan evaluasi teori keputusan. 

E. Deskripsi Fokus Penelitian 

 
 

a. Evaluasi Formal 

 

Maksud dari evaluasi formal disini ialah bagaimana penilaian pada evaluasi 

yang telah ada sasaran dan dicantumkan dengan dokumen resmi, 

berjalannya sesuai tujuan dilaksanakannya pembelajaran daring yang 

terlaksana dengan sesuai tujuan tanpa kendala. 

b. Evaluasi Semu 

 

Sebagaimana dilakukan penilaian yang telah disepakati terlaksana tanpa 

adanya pro dan kontra dalam berjalannya kebijakan pembelajaran daring di 

kabupaten Bulukumba. 

c. Evaluasi Teori Keputusan 

 

Maksud dari teori keputusan ialah penilaian berdasarkan parameter yang 

disepakati oleh pihak-pihak yang terkait secara langsung/pihak yang 

berkaitan dengan evaluasi pembelajaran daring di Kabupaten Bulukumba. 

d. Faktor yang mempengaruhi kualitas Evaluasi kebijakan dalam 

pembelajaran berbasis daring pada masa pandemi COVID 19 di 

Bulukumba. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 

1. Waktu Penelitian 

 

Waktu yang di butuhkan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian ini 

yaitu kurang lebih selama dua (2) bulan terhitung setelah ujian proposal di 

laksanakan. 

2. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten 

Bulukumba. Alasan peneliti mengambil lokasi di Dinas Pendidikan di 

Kabupaten Bulukumba yaitu mengingat pelayanan publik merupakan 

kebutuhan masyarakat terlebih dimasa pandemi saat ini termasuk dunia 

pendidikan sehingga saya tertarik untuk meneliti hal tesebut. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dimana penelitian ini 

berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada 

sebagai pendukung, kemudian hasil yang di dapat dari proses penelitian 

akan memunculkan teori dari data tersebut 

2. Tipe penelitian 

 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif studi kasusdimaksudkan untuk 

memberi gambaran secara jelas dan mengklarifikasi mengenai masalah- 

masalah kenyataan sosial yang diteliti. Adapun masalah yang diteliti adalah 

Kualitas pelayanan publik dalam pembelajaran berbasis daring pada masa 
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pandemi COVID 19 di Bulukumba. 

 
C. Sumber Data 

 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Data Primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data. 

2. Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpulan data,misalnya studi kepustakaan baik berupa buku, 

jurnal, majalah, dan dokumen lainnya. 

D. Informan Penelitian 

 

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu 

dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. 

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat 

kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling juga 

dijaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari 

informan adalah untuk menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan 

teori yang dibangun. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian 

ini adalah berdasarkan pada asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki 

data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang 

bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat. Adapun 

yang menjadi sumber informasi dalam penelitian yakni: 
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3.1 Tabel Informan Penelitian 
 
 

No. Nama Inisial Jabatan 

1. Bustang,S.Pd BS Kabid Pembinaan Ketenagaan 

2. Anugrah Oetsman,S.Pt, M.Si AO Kasubag Program dan Pelaporan 

3. Syahrul Alam, S.E SA Kasubag Umum 

4. A.Rahmawati Hamsah, S.Pd ARH Guru 

5. A. Aulia Novriani,S.Pd AAN Guru 

6. Suriani SU Masyarakat/Orangtua siswa 

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Menyusun instrumen adalah pekerjaan yang paling penting dalam langkah 

penelitian. Akan tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi untuk 

memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Metode atau cara 

pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu 

dengan cara observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi. 

1. Observasi merupakan suatu aktifitas yang dilakukan untuk mengetahui kondisi 

sebenarnya dilapangan dilakukan oleh peneti secara berkesinambungan 

sehingga memperoleh fakta sesungguhnya di lapangan. Dalam penelitian ini 

observasi dilakukan ketika diperlukan pengecekan langsung terhadap Evaluasi 

Kebijakan dalam pembelajaran berbasis daring pada masa pandemi COVID 19 

di Bulukumba”. 

2. Interview (wawancara) merupakan sebuah aktivitas yang dikerjakan oleh 

peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat dari informan secara 

langsung. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam untuk 

 

 
memperoleh keterangan, yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung 
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oleh peneliti dengan sumber, dengan bantuan pedoman agar mempermudah 

proses wawancara. 

3. Dokumentasi merupakan kegiatan untuk memperoleh data dari narasumber, data 

yang diperoleh yaitu melalui rekaman dan dokumen. Dokumen digunakan untuk 

memudahkan penulis dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan. Tujuan 

digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang 

Evaluasi Kebijakan dalam pembelajaran berbasis daring pada masa pandemi 

COVID 19 di Bulukumba”. 

F. Teknik Analisis Data 

 

Analisa data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian 

menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa 

untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa 

interaktif (interactive model of analysis). Dalam model ini terdapat 3 komponen 

pokok, ketiga komponen menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) tersebut 

yaitu: 

1. Reduksi Data merupakan komponen pertama analisi data yang mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan 

mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan. 

2. Sajian Data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan 

kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya 

makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai 

mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturanperaturan 

sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat di 
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pertanggung jawaban. 

 
G. Pengabsahan Data 

 

Dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai macam cara untuk menguji 

keabsahan data yang diperoleh salah satunya teknik triagulasi. Menurut Sugiyono 

(2017) Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah 

ada. Untuk menguji keabsahan data pada rumusan masalah, maka peneliti 

menggunakan triagulasi menurut Sugiyono, yaitu : 

1. Triangulasi Sumber 

 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan 

pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, 

wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti 

membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan 

hasil wawancara dengan dokumen yang ada. 

2. Triangulasi Teknik 

 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh 

dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan 

tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda- 

beda, maka peniliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar 

atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda. 
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3. Triangulasi Waktu 

 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan 

dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum 

banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. 

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekkan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, 

maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian 

datanya. Triangulasi dapat jugadilakukan dengan cara mengecek hasil 

penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data. 
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BAB IV 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 
1. Profil Singkat Kabupaten Bulukumba 

 
Kabupaten Bulukumba terletak dibagian Selatan dari jazirah Sulawesi 

Selatan dan berjarak 153 km dari Makassar (Ibu kota Propinsi Sulawesi 

Selatan). Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67km² atau 1,85% dari 

luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 

Kecamatan yaitu Kecamatan Ujungbulu (Ibu kota Kabupaten), Kecamatan 

Gantarang, Kecamatan Kindang, KecamatanRilau Ale, Kecamatan 

Bulukumpa, Kecamatan Ujungloe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan 

Bontotiro, Kecamatan Kajang danKecamatan Herlang. Secara geografis 

Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20” sampai 5°40” 

Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur. Batas-batas 

wilayahnya adalah: Sebelah Utara:Kabupaten Sinjai Sebelah 

Selatan:Kabupaten Kepulauan Selayar Sebelah Timur:Teluk Bone Sebelah 

Barat:Kabupaten Bantaeng Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba 

terbentang mulai dari Barat ke Utara dengan ketinggian 100 sampai dengan 

diatas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, 

Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. 

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C– 

27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan 

dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith–Ferguson (tipe iklim 

diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di 

Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah. Kabupaten 
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Bulukumba berada disektor timur, musim gadu antara Oktober–Maret dan 

musim semi rendengan antara April–September. Terdapat 8 buah stasiun 

penakar hujan yang tersebar dibeberapa kecamatan, yakni : stasiun Bettu, 

stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, Stasiun Batukaropa, stasiun Tanah 

Kongkong, stasiun Bontobahari, stasiun Bulo-bulo danstasiun Herlang. Daerah 

dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur, 

sedangkan tengah memiliki curah hujan sedang, sedangkan pada bagian selatan 

curah hujannya rendah. Curah hujan antara 800-1000 mm/tahun, meliputi 

Kecamatan Ujungbulu, sebagian Gantarang, sebagian Ujungloe, dan sebagian 

besar Bontobahari. Curah hujan antara 1000–1500 mm/tahun, meliputi 

sebagian Gantarang, sebagian Rilau Ale, Sebagian Ujungloe, Sebagian 

Kindang, Sebagian Bulukumpa, Sebagian Bontotiro, Sebagian Herlang, dan 

Kecamatan Kajang. Curah hujandi atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan 

Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa, dan Helang. Sungai 

di Kabupaten Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri sungai besar dan sungai 

kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang terpanjang 

adalah sungai Sangkala 65,3052 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai 

Biroro yakni 1,50 km. Sungaisungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 

23.365Ha. 

2. Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba 

 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Penggabungan dua instansi 

yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba dengan Kantor 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba yang berdiri pada 

tanggal 13 maret 1978. Kedua instansi ini adalah penyelenggara Pembangunan 

di Bidang Pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan 

pendidikan dasar yang bertanggung jawab pada Sekretariat Daerah . Kantor 
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Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab pada Kantor 

Wilayah Depdikbud Provinsi. 

Pembentukan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab. 

Bulukumba berdasarkan Kepmen Dikbud Nomor .0713/10/1983, tanggal 14 

maret 1983 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Depdikbud. Seiring dengan berjalannya waktu dengan diberlakukannya 

Otonomi Daerah, maka Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab. 

Bulukumba bergabung menjadi satu instansi dengan nama Dinas Pendidikan 

Kab. Bulukumba berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah 

Kab. Bulukumba. 

Pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba berganti nama 

menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sampai tahun 2016 sesuai 

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba. 

Pada Tahun 2017 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selanjutnya berganti 

nama menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Pertauran Daerah Kabupaten 

Bulukumba Nomor 14 tahun 2016 yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan 

menengah pertama dan Kebudayaan yang bertanggung jawab pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Bulukumba. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

bertanggungjawab pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dibawah 

naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22/1999 yang diperbaharui 

Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan 

desentarlisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat 

kepada daerah otonom, maka skala prioritas tujuan desentarlisasi membawa 
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konsekuensi terhadap struktur dan proses pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal 

tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 8/2003 memberikan keluasaan kepada kepala 

daerah dalam menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah 

masing-masing. 

Berdasarkan kewenangan itu, pemerintah Kabupaten Bulukumba menetapkan 

Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2000 dan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 

tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Bulukumba. Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Bulukumba mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di 

bidang pendidikan. Untuk mewujudkan visi dan misi, maka dirumuskan tujuan yang 

harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang harus dicapai di masa mendatang. 

Tujuan strategis yang ingin dicapai yaitu agar sumber daya yang ada di lingkungan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dapat dimanfaatkan secara 

sinergis dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Kenyataan yang ada fasilitas 

pendukung pekerjaan masih kurang, pendidikan dan pengalaman sumber daya 

manusia (SDM) masih kurang, hal ini dapat terlihat dalam hal pemberian layanan dan 

hampir terjadi pada setiap sub kurangnya imformasi atau data jika diperlukan, hal lain 

kedisiplinan pegawai masih rendah dan kurangnya tingkat kesadaran bagi mereka 

untuk mengembangkan diri serta motivasi dan loyalitas yang rendah, sehingga dengan 

sendiri belum tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 

 Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

 

a) Visi 

 

Terwujudnya pendidikan yang bermutu dan mandiri guna 

tersedianya sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, beriman, 

bertaqwa dan berakhlak mulia. 

b) Misi 
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Dalam rangka mewujudkan visi di atas, misi yang akan 

diemban oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten 

Bulukumba adalah : 

1. Meningkatkan profesionalisme SDM Kependidikan yang 

berbudaya, religius dan berorientasi pada pengembangan 

Bulukumba sebagai pusat pelayanan; 

2. Menerapkan metode dan teknik pembelajaran yang dapat 

mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara 

proporsional; 

3. Menyelenggarakan pendidikan jalur sekolah, pendidikan anak usia 

dini dan pendidikan non formal; 

4. Meningkatkan mutu lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan 

dan memasuki pasar kerja; 

5. Meningkatkan partisipasi belajar melalui jalur sekolah dan luar 

sekolah dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 

Tahun. 

Misi ke satu menggambarkan dimensi input untuk mewujudkan 

visi pendidikan yang bermutu yaitu pendidikan yang memiliki 

keunggulan dalam proses pembelajaran; 

Misi ke dua dan ketiga menggambarkan dimensi proses untuk 

mewujudkan visi pendidikan yang bermutu dan mandiri 

Misi keempat dan kelima menggambarkan dimensi output 

untuk mewujudkan visi tersedianya sumber daya manusia yang 

kreatif dan inovatif yang dilandasi dengan keimanan, ketaqwaan 

dan akhlak yang mulia. 
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4.2 Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
 

 

1. Evaluasi kebijakan publik pembelajaran daring pada masa pandemi 

 
COVID 19 di kabupaten Bulukumba 

 
 

Pembelajaran daring pada masa pandemi COVID 19 marak dilakukannya karena 

pada masa pandemi semua kegiatan terbatas sehingga kabupaten Bulukumba melakukan 

kebijakan dengan penerapan pembelajaran berbasis daring yang mana pada masa 

pandemi kegiatan pembelajaran dilakukan dirumah yang tanpa melakukan kegiatan 

di luar rumah untuk menghindariCOVID 19. 
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B. Hasil Penelitian 

 

Untuk dibagian hasil penelitian, dijelaskan terkait hasil dari data yang sudah 

didapat di lapangan baik itu melalui teknik wawancara, maupun melalui bahan 

tertulis dan juga observasi yang dilakukan pada saat penelitian yang mencakup 

evaluasi kebijakan publik dalam pembelajaran berbasis daring pada masa pandemi 

COVID 19 di Bulukumba. 

1. Evaluasi kebijakan publik dalam pembelajaran berbasis daring padamasa 

pandemi COVID 19 di Bulukumba 

Kebijakan publik adalah salah satu kebijakan atau aktivitas pemerintah yang 

mana untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi pada masyarakat. Jadi 

ditepkannya konsep ini untuk merespon permasalahan yang terjadi yang 

mengganggu masyarakat akan kesehatan dan keselamatan hidup akibat adanya 

COVID 19. 

Keberhasilan dari kebijakan publik dalam mengatasi COVID 19 di 

kabupaten Bulukumba yang akan dianalisa oleh peneliti dengan menggunakan 

teori prinsip evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (2003), 

pada penelitian ini dapat dilihat dari 3 prinsip evaluasi kebijakan publik 

diantaranya yaitu : (1) Evaluasi formal , (2) Evaluasi semu, (3) Evaluasi teori 

keputusan. Adapun hasil penelitian terkait evaluasi kebijakan publik pada 

pembelajaran berbasis daring pada masa pandemi COVID 19 di Bulukumba 

sebagai berikut : 

a. Evaluasi Formal 

 

Evaluasi formal adalah suatu pendekatan evaluasi yang mana telah 

menggunakan metode agar mendapatkan hasil informasi yang akurat dan 

valid terkait hasil kebijakan yang berdasarkan sasaran suatu program 

kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan secara formal oleh pembuat 
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kebijakan. Adapun surat edaran terkait pembelajaran berbasis daring sesuai 

kesepakatan bersama untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Harus 

diadakannya evaluasi formal dalam kebijakan guna untuk memperkuat 

kebijakan agar terlaksana dengan baik. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh 

Anugrah oetsman, mengatakan: 

“Mengenai kebijakan publik sistemnya itu dilakukan dengan 

sebagaimana mestinya sesuai aturan dan juga keputusan atasan yang 

ada, karena sesuai dengan kebijakan kita harus menerapkan 

pembelajaran berbasis daring dikarenakan keterbatasan disaat kondisi 

seperti ini” (Wawancara dengan AO, 01 Oktober 2023 ) 

 

Sesuai hasil wawancara yang di kemukakan peneliti bahwasanya 

bentuk dari evaluasi formal yang telah ada dokumen sebagai sasaran 

kebijakan hal ini diikuti dan diterapkan. 

Kabid pembinaan ketenagaan Kabupaten Bulukumba yang bernama 

Bustang juga menambahkan bahwa: 

“kami selaku dinas pendidikan dan kebudayaan di daerah ini terus 

memantau penerapan pembelajaran daring di setiap-tiap sekolah 

apakah sudah menjalankan sesuai dokumen atau edaran yang ada, 

karena sebelum di terapkan kita sudah memperingati agar tidak 

melanggar edaran dari pusat yang telah ada dan selalu konsisten dalam 

melaksanakan guna menghindari COVID 19” (Wawancara dengan BS, 

01 Oktober 2023) 
 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari evaluasi 

formal yang memantau setiap kegiatan sekolah agar tidak melenceng dari 

edaran yang ada. 

 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu guru yang 

beranama A. Rahmawati Hamsah yang mengatakan, bahwa: 

 

“untuk evaluasi formal pada kebijakan publik di daerah ini kita sebagai 
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guru hanya berpatokan dengan peraturan dan ketetapan yang telah 

ditetapkan oleh pihak pusat dan dinas, hal ini kita hanya melaksanakan 

sesuai rute agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan” 

(Wawancara dengan ARH, 03 Oktober 2023) 
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa edaran 

keputusan dilakukan pihak sekolah sesuai dengan rute yang ada pada poin- 

poin pada edaran. 

Dari hasil wawancara di atas dan hasil observasi di lapangan, peneliti 

dapat mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan publik pada pembelajaran 

daring pada masa pandemi COVID 19 di Bulukumba dalam prinsip evaluasi 

formal dapat disimpulkan bahwasanya bentuk dari evaluasi formal yang 

telah ada dokumen sebagai sasaran kebijakan hal ini diikuti dan diterapkan. 

Dari evaluasi formal yang memantau setiap kegiatan sekolah agar tidak 

melenceng dari edaran yang ada, edaran keputusan dilakukan pihak sekolah 

sesuai dengan rute yang ada pada poin-poin pada edaran. 

b. Evaluasi Semu 

 

Evaluasi semu adalah penilaian berdasarkan parameter tertentu yang 

secara umum disepakati (self evident) oleh masyarakat dan tokoh-tokoh di 

daerah Bulukumba dan tidak terjadinya kontroversial (uncontroversial) antar 

tokoh dan masyarakat. Hasil evaluasinya mudah diterima oleh publik dan 

tidak terlalu rumit (complicated). Melakukan penilaian dengan metode yang 

menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid terkait hasil-hasil 

kebijakan tanpa melihat manfaat dan hasil kebijakan tersebut pada individu, 

kelompok maupun masyarakat. Dalam kebijakan publik yang ada setiap 

stakeholder sama-sama menerapkan dengan baik sesuai aturan yang ada. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan 

Syahrul Alam selaku kasubag umum yang mengatakan bahwa: 



47 
 

“secara pelaksanaan pembelajaran daring sudah dilaksanakan sekolah 

akan tetapi masih ada sedikit kendala terkait pribadi siswa yang 

kekurangan ekonomi sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 

pembelajaran daring yaitu Hp karena tidak semua siswa memiliki hp” 

(Wawancara dengan SA, 01 Oktober 2023) 

Dari hasil wawancara diatas dapat simpulkan bahwasanya masih ada 

kendala dari hal pribdai siswa yang tidak semua memiliki hp sedangkan hp 

adalah objek yang dibutuhkan pada saat pembelajaran daring. 

Hal tersebut didukung dari pernyataan Butsang yang mengemukakan bahwa: 

 

 
“betul tidak semua kebijakan berjalan dengan mulus pasti adalah 

kendala sedikit apalagi menyangkut hal pribadi pembelajaran daring 

ini tidak berjalan begitu mulus karena salah satunya itu terkendala di 

hp sedangkan pembelajaran daring membutuhkan hp” (Wawancara 

dengan BS, 01 Oktober 2023) 

Dari hasil wawancara yang diatas peneliti mengemukakan 

bahwasanya memang ada kendala sedikit mengenai hp yang sedangkan itu 

objek terpenting untuk mendukung lancarnya penerapan pembelajaran 

daring. 

Salah satu guru juga menambahkan yang bernama A. Aulia Novryani 

yang mengatakan bahwa: 

“secara keseluruhan dalam proses pembelajaran daring belum 

diperoleh hasil yang maksimal disebabkan banyak peserta yang masih 

kesulitan dengan daya dukung tekonologi informasi masih terbatas. 

Disamping itu beberapa orangtua mengalami kesulitan dalam 

mendampingi kegiatan belajar anak, karena dilakukan secara tertulis 

maupun praktik melalui audio visual” (Wawancara dengan AAN, 03 

Oktober 2023) 

Hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwasanya keseluruhan 

masih belum begitu maksimal dalam pelaksanaannya diakrekan beberapa hal 

yang diantaranya orangtua yang kesulitan mendampingi anak. 

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan penulis 
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mengemukakan bahwa evaluasi semu dalam evaluasi kebijakan publik dalam 

pembelajaran daring pada masa pandemi COVID 19 di Bulukumba 

bahwasanya masih ada kendala dari hal pribdai siswa yang tidak semua 

memiliki hp sedangkan hp adalah objek yang dibutuhkan pada saat 

pembelajaran daring, memang ada kendala sedikit mengenai hp yang 

sedangkan itu objek terpenting untuk mendukung lancarnya penerapan 

pembelajaran daring. Serta keseluruhan masih belum begitu maksimal dalam 

pelaksanaannya diakrekan beberapa hal yang diantaranya orangtua yang 

kesulitan mendampingi anak. 

c. Evaluasi Teori Keputusan 

 

Evaluasi teori keputusan ini dilakukan guna menilai kebijakan yang 

menyangkut banyak pihak (stakeholder) karena dalam pengambilan 

keputusan sulit dilakukan dikarenkan banyak statment atau pendapat yang 

berbeda sehingga bersitegang perbedaan pendapat dalam penentuan 

kebijakan pembelajaran daring di Bulukumba. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Syahrul Alam yang 

mengatakan bahwa: 

“pengambilan keputusan mengenai pembelajaran daring dilakukan 

melalui kesepakatan antara pihak sekolah dengan orangtua siswa yang 

memeperhatikan kondisi yang terjadi dan urgensinya sehingga dilakukan 

pembelajaran daring” (Wawancara dengan SA, 01 Oktober 2023) 

 

Wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa pengambilan keputusan 

melalui kesepakatan bersama antara pihak sekolah dan orangtua siswa. 

Didukung dari pernyataan Anugrah Oetsman mengatakan, bahwa: 

 

“keputusan ini diambil dari hasil rapat dan pertemuan yang diadakan 

antara pihak sekolah dan orangtua siswa, kondisi ini tidak berjalan 

selamanya hanya untuk sementara jadi setelah pandemi sudah tidka ada 

dan selesai proses pembelajaran kembali seperti semula yaitu dengan 

tatap muka di sekolah” (Wawancara dengan AO, 01 Oktober 2023) 
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Hasil wawancara diatas disimpulkan yaitu keputusan yang dilakukan 

dengan pertemua dari berbagai stakeholder yang dilaksanakan untuk 

sementara dan nantinya akan kembali normal seperti semula. 

 
Wawancara juga dilakukan dengan guru yang bernama A. Aulia 

Novryani yang mengatakan, bahwa: 

“dari keputusan yang ada dan diterapkan untuk sementara kita 

menyetujui tetapi kita tidak bisa pungkiri kualitas pembelajaran daring 

itu akan menjadi barometer kualitas pendidikan siswa sekolah pada 

umumnya, tetapi ini hanya sementara selama pandemi ada dan segera 

kembali ke semula setelah sudah tidak ada lagi pandemi” (Wawancara 

dengan AAN, 03 Oktober 2023) 

 

Hasil wawancara diatas dikemukakan bahwa tidak dapat dipungkiri 

kualitas pembelajaran daring akan jadi barometer pendidikan siswa . 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu orangtua siswa 

yang bernama Suriani, yang mengatakan bahwa: 

“kita sebagai orangtua hanya bisa membimbing anak-anak kita selama 

pandemi hilang karena mau gimana lagi satu sisi anak harus terus 

menuntun ilmu sedangkan dengan adanya pandemi keterbatasan ank 

melakukan kegiatan di sekolah di batasi dengan jalan keluar dengan 

melakukan pembelajaran daring” (Wawancara dengan SR, 04 Oktober 

2023) 

 

Dari hasil wawancara diatas peneliti mengambil keputusan yang mana 

orang tua akan selalu mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti proses 

pembelajaran daring selama pandemi masih ada. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan hasil observasi peneliti 

dapat mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan publik dalam pembelajaran 

daring pada masa pandemi COVID 19 di Bulukumba dalam prinsip evaluasi 

teori keputusan bahwa pengambilan keputusan melalui kesepakatan bersama 
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antara pihak sekolah dan orangtua siswa. Yang mana keputusan yang 

dilakukan dengan pertemua dari berbagai stakeholder yang dilaksanakan 

untuk sementara dan nantinya akan kembali normal seperti semula. Dan tidak 

dapat dipungkiri kualitas pembelajaran daring akan jadi barometer 

pendidikan siswa dan orang tua akan selalu mendampingi anak-anaknya 

dalam mengikuti proses pembelajaran daring selama pandemi masih ada. 

2. Faktor Yang Mempengaruhi kualitas Evaluasi Kebijakan Publik Dalam 

Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi COVID 19 di Bulukumba 

a. Faktor Pendukung 

 

Kemampuan guru dalam menstransfer ilmu sudah baik dalam pembelajaran 

daring yang hanya belajar melalui hp, dan gigihnya orangtua selalu 

mendampingi anak dalam mengikuti pelajaran, dan pengawasan dinas yang 

selalu ada memperhatikan proses berlangsungnya atau berjalannya 

pembelajaran daring. 

b. Faktor Penghambat 

 

Dalam pengambilan keputusan yang awalnya sulit dilakukan pembelajran 

daring dikarenakan beberap hal akan tetapi demi keberlangsungan proses 

belajar siswa terus berjalan disetujuinya oleh berbagai stakeholder, dan 

dalam proses pembelajaran kemampuan siswa dalam menerima beberapa 

materi secara daring belum maksimal, selain itu masih ditemui 

keterbatsaan orangtua dalam mendampingi dan hal memenuhi kebutuhan 

objek dalam pembelajaran daring sulit karena tidak semua memiliki 

perekonomian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ialah hp. 
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C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Evaluasi Formal 

 

Dalam prinsip evaluasi formal dapat disimpulkan bahwasanya bentuk dari 

evaluasi formal yang telah ada dokumen sebagai sasaran kebijakan hal ini 

diikuti dan diterapkan. Dari evaluasi formal yang memantau setiap kegiatan 

sekolah agar tidak melenceng dari edaran yang ada, edaran keputusan 

dilakukan pihak sekolah sesuai dengan rute yang ada pada poin-poin pada 

edaran. 

2. Evaluasi Semu 

 

Dalam prinsip evaluasi semu dalam evaluasi kebijakan publik dalam 

pembelajaran daring pada masa pandemi COVID 19 di Bulukumba 

bahwasanya masih ada kendala dari hal pribadi siswa yang tidak semua 

memiliki hp sedangkan hp adalah objek yang dibutuhkan pada saat 

pembelajaran daring, memang ada kendala sedikit mengenai hp yang 

sedangkan itu objek terpenting untuk mendukung lancarnya penerapan 

pembelajaran daring. Serta keseluruhan masih belum begitu maksimal 

dalam pelaksanaannya diakarenakan beberapa hal yang diantaranya orangtua 

yang kesulitan mendampingi anak. 

 

3. Evaluasi Teori Keputusan 

 

Dalam prinsip evaluasi teori keputusan bahwa pengambilan keputusan 

melalui kesepakatan bersama antara pihak sekolah dan orangtua siswa. Yang 

mana keputusan yang dilakukan dengan pertemuan dari berbagai stakeholder 

yang dilaksanakan untuk sementara dan nantinya akan kembali normal 

seperti semula. Dan tidak dapat dipungkiri kualitas pembelajaran daring 
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akan jadi barometer pendidikan siswa dan orang tua akan selalu 

mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti proses pembelajaran daring 

selama pandemi masih ada. 



53 
 

BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan yaitu: 

 
1) Evaluasi formal : Bentuk evaluasi formal yang dilakukan ialah melakukan 

pengedaran dokumen sebagai bentuk himbauan atas dari penetapan 

dilberlakukannya pembelajaran berbasis daring yang selalu di pantau 

dengan baik. 

2) Evaluasi semu : Bentuk dari evaluasi semu ialah yang mana masih ada 

sedikit kendala yang menjadi kesulitan untuk mengikuti pembelajaran 

berbasis daring, dan orang tua siswa masih kesulitan dalam mendampingi 

anaknya untuk mengitkui pembelajaran berbasis daring. 

3) Evaluasi teori keputusan : Bentuk dari evaluasi teori keputusan itu 

melakukan pertemuan dengan beberapa stakeholder untuk menetapkan 

diselenggarakannya pembelajaran berbasis daring. 

4) Faktor pendukung dan penghambat : kemampuan menyampaikan ilmu 

sudah berjalan dengan sesuai aturan, dan ada kendala seperti hp tidak semua 

memilikinya dan keterbatasan orangtua mendampingi anaknya mengikuti 

pelajaran secara daring. 

B. Saran 

 

Upaya yang dilakukan agar kebijakan publik terkait pembelajaran daring 

 

berjalan dengan tanpa kendala , adapun beberapa saran dari peneliti yaitu : 

1) Pihak pemerintah : agar kiranya sigap dalam mengatasi kendala yang 

dikeluhkan bagi yang melaksanakan atau terlibat dalam pembelajaran 

daring. 
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2) Pihak guru : supaya terus membentuk pembelajaran yang sesuai siswa 

inginkan agar tidak ada kendala sedikitpun dan agar kiranya tidak 

mempersulit siswa. 

3) Pihak orangtua : jangan pernah menyerah dalam mendampingi anak 

mengikuti proses pembelajaran agar pembelajaranya berjalan sebagaimana 

mestinya. 
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